
SALINAN

BI]PATI KEDIRI

PERATTIRAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 25 TAHIIN2OOS

TENTANG

PEIAKSANAAN DISPENSASI PEIAYANAN PENCATATAAI KELAHIRAN

\
- Ivlenimbang i a.

Nl[englngat : 1,

2.

b.

DI KABTIPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TU}IAN YAIiIG MATIA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa seiuai surat Menteri Dalam Negeri tangeal lI fturi 2007 Nomor

474.Lll274lSJ Perihal Dispersasi Polayanan Pencatatan Kelahhan dalam

masa transisi berlakurrya Urdang-Undang Nomor 23 tahm 2005, untr*

pclaksanEan Dspcnsasi Pelayanan Percatatan Kelahiran di Kabupaten

wajib mcncrbitkan Pcrahnan Bupati ;

bahwa sesuai Nota Dinas dad Kepala Dinas Catatan Stptl dan

Keporrduili,'ir;:- |alryd 2l Agusfts 2m7 Nomor : 474.11475/418.51D0fJ7

perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Dirpensasi

Peteyanan Pencalaten Kelahirm dalam Masa Ttatrngisi berlakurya Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2@5 tontang Adminirtrasi Kepondudukarl

porlu mcnotapkan Poraturan Bupati ;

bahwa berdasarkan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 4

datr huruf b perlu menetapkan Perahuan Bupati tentang Pelaksanaan

Dispeneasi Pelnyanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Kediri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahrur 1950 tcntang Pombcntukan Daorah-

daerah Kabupaten <lalam Lingkungan Propinei Jawa Timur ;

Undang-Undang Nomor 28 Taltun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Konlpsr, Kohui dan Nepotiame (Lenrbran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran

Nogara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang.Undang Nomor 17 Tahun 2003 tontaflg Kcuangan Ncgar&

(kmbarm Negtra Republik hdonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Irrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3.



4.

5.

9.

10.

11.

t2.

Undaog-Undang Nomor I Tahuo 2004 tsntang pcrbcndaharaan Nogara

(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nmnor l, Tambalnn

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 te,ntang Pembentr*an Peraturan

Perundang-Und.arg& (-enrbarar Negara Republih lndonesia tahrm 2004

Nomot 53, Tanbahan Lembaan Negara Ropublik Indonosia Nornor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2004 tcntang Pcmerikraan Pcngololaan

dan Tanggwrg Jawab Kouangan Nogara (Lcnrbaran Ncgara Ropublik

Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambatran lrrrbaran Negara Republik

hdonesia Nomor 4400);

Und.urg-Undang Nomor 32 Tatum 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(I-embaran Negara Republik Indoneria tahrn 2004 Nomor 125, Tanrbahan

Lernberan Negra Republik Indonesi.c Nomor 4437) eebagsimana beberape

kali diubah tc;rakhir dcngar Undag-Undang Nomor 12 Tallm 2008

(Lcmbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2005 Nomor 59, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4E214) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor l4Q Tanbahan kmbaan Negara Re,publik Indonesia No,rnor

4674);

Pcraturin Pemcrintah Nomor 79 Tahurr 2005 tfltaog Pcmbinaan dan

Pengarahan Perryelenggaraao Pemedntahan Da€mh Q,embaran Negara

Rspublik Irdonesia Tahm 2006 Nomor 1,10, Tambahan l*mbaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 4674) ;

Un&ng-Undang Nornor 23 Tahun 20o6 tentfrg AdndnbEasi

Kependudukan (,cmbaran Negara Rcpublik Indoacsin Tahun 2005 Nomor

124, Tarnbahan kmbaran Ncgara Rcpublik Indolrcsia Nomor 4578) ;

Peraorran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tenlang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Talun 2006 tentang A&ninistasi Kependudukan

(I-embran Negara Republik Indonegie Tatlm 2007 Nomor 81, Tanrbahan

kmbaran Negara Republik Indonegia Nomor 4736) ;

Poraturan Pomerintetr Nomor 38 Tatrm 2007 tentang Pombagim Uruean

Pomcrintahan antara PomcrintalU Pomc,rintahan Dacrah Propinsi dan

Pcmerintahan Daerah Kabupalon/Kota (.cmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambatun Lernbaran Negara Republik

krdoneEia Nomor 4737) ;

Keputuean Presiden Nomor 52 Tahm 1977 tentang Pendaftaran Pendu&rL;

Peraturan Menteri Dalem Nege,ti Nomot 28 Tahun 2005 t€ntmg Pedoman

Penyelenggaraan Pendaftran Pcndufi* dan Psncatatan Sipil di Daetatr ;

13.

14..



15. Poratsran Mcntcri Dalam Ncgc,ri Nomor 12 Tahun 2(X)6 tcntang pcdoman

Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Perau[an Mented Dalam Negeri Noftror j9 Tat[m 2007 ;

Perahran Me'nteri Dalam Negeri Nomor lj Tahun 2006 tentarg Jenis dan

Beil* Profuk Hukun Daerah ;

Perfrum Mentsri Dalam Nogeri Nomot f6 tahrra 2m6 bntang prod€du

Paryurunan Produk Hukum Daerah ;

lcraturan Mcntcri Dalam Nogc,li Nomor 17 talrun 2006 tcutang Lonbaran
Dasrah dan Berita Daeratr ;

Peranran Daerah Kabupaten Kodiri Nomor 12 Tahun ZCfr2 tentil:g
Reribrxi A&ririltsasi Kepsndudu&rn dan Catatan Sipil;

Keputusan Bupati Kediri Nomor 105 tahrm 2003 tentang petrmjuk

Peleksansan Peratrrsn Doerah Kebupaten Kedhi Nomor 12 Tshun 2002

tcntang Rctsibuei Adrninistrasi Kcpcndudrkan darr CatEtan Sipil ;

MEMUTUSKAN:

PELAKSANAAI\T DISPENSASI PEI,AYANATI PENCATATATI
KELA}IIRAN DI KABI]PATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasd I

Dalam Poraruran Bupad Ini yang dlmalsrd dcngan :

l. Daerah adalah Kabupaten Kediri

2. Pemerhtalun Daerah adalah perryelenggaram urusatr pemerhraha[

oleh Peraerintah Daerah dan DPRD menwut asas otonurd dan tugas

pembantuan deng,[I. pffiBb otonorni eeluae-luaenya dalam sistern dan

Princip Negara Keoatuan Rcpublik Indonesia rcbagimana dimalsud

dalan Undang - Undang Dasar Nogara Rcpublik Indonoria Tahun

1945.

3. Pemerintatr Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai

unsur peu5relenggara Pemerintetran Daeratl

4. Bupati adalah Bupati Kediri.

5. Instrisi Pelekgme adaleh Permgkx Penrerintah Kebupaten/Kota ymg

bcrtatggtng janrab dan bcrwc,trang mclaksaulan pclayanan dalan

unuan Admlnlstrasl KcpendMukan.

16.

t7.

lE.

19.

Menetapkan



6. Admtflistrasi Kependud*an adalah rangtaian kegiatan pemuan dan

penertiban dalam penerhitan dokumen dan data kependudukan melalui

pendaftaran pen&dulc p€ncatatan dpil. pengelolaan informasi

adminigtraci kepsrerdr*an eerta pendayagunaan harilnya rmut
peleyman publik dan pembargunar eektor lafur-

7 . Ponoatatao Sipil adalah Pencatatm Pe,ristiwa Penting yang aidami

olch scscorang dalam Rcgistor Pc,noatatan Sipil pada Lrstand

Polal(satra.

8. Pejabat Pe,ncatatan Sipil addah Pejabat yang melakukan psnoatatatr

Peristiwa Penting yang dialami sereorang pada Instansi Pelaksana

yautg png;nfiztmnya seeuai dengan ketentuan Peraturan Perurdang-

9. Warga Ncgra kdonosia adalah orag-orarg bagsa Indonssia Asli

dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dagm Undang-Undang

s€bagai Warga Negara Indonosia.

10. Akta Catatan Sipil adalah Akta OtEntik yang berisi cafatan lengkap

seeeorang mengenai k€malian,

dan pengooalm malq pengangkdm anak d.n p€rubahm

nama yurg ditcftitkan dan di*inpar oleh Dinaa Catatan Sipil dan

Kcpcndudukan Dacra[ tcrmasuk akta offifik pctrcatatan pcf*aninan

dan perceraian di Kantor Urusan Agama ( KUA ).

ll. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah catatan pokok tanggd dilTlip d6ri

akta oatatan sipil dan merupakan dat bukti satr bag diri yans

berungkutan ,rxruprm pihak ketig mengenai kelahiran, pcrceraiarl

keinatia4 pengll<uan dan pengerahan analq p€rgmgkatan anak dan

pcrubahan narna.

BAB U

DISPENSASI PELAYAl.lA]rl PENCATATAI.I KELAHIRAII

Bagian Kcsatu

Umrmr

Ps6rl 2

(1) Setiap kclahiran wajib dilapo*an oleh pendrduk kepada inrt ssi

polakcana di tempat terjadinya pcrirtiwa kclahiran paling lama 60

(cnanpffi) hai scjak kctahhar.

(2) Berdasakm laporan sebagaimana dimaksud pad,z ryat (1), p€jabat

Pencatatan Sipil mencatat pada register af,1a kelahiran dan

menerbitkan kutipan akta kelahiran.



Pasal 3

Pcnerbilm akta kelahiran diberikar dalasr 3 (rige) stafiu hukufl\ yaitu:

a, fuiak paeurgm suafiri ist€ri dei per*awinan yang eatr ;

b. Anah seorang ibu; dan

c. fuuk yang tidak diketahui agal-ueutrya aau k€bd.daan orang twrya

Bagian Kodua

Tata Cma Penortitan Oicpcniari Akta Kelahiran

Paaal 4

(l) Setiap Waga Negre Indonesis ymg lahir rebehrn

Undang-Undmg Nomm 23 Tehun 20ff antang A&ninirraei

Kcpcnduh*a1 dibcrikm dispcruasi pelayanrr akta kclahiran.

(2) Dispcnsasi pela]'anan af,ra kelahiran sebagaimana dlmaksud pfu ayel

(l) diborikan dengan tidak mcmerlukan p€ootapan peogadilan Negeri.

(3) Dispensasi sebaeairnans dimakvd wn^ ryat (Z\moliputi. :

a. Dirpenrari kelahiran sarpd dengan tmggd 3l
De$mbsr 19t5.

b. Oicpcnrasi pclayaran kctahiran rcrudah tanEEel 31 D6cm$cr

19E5, dan

c. Pelayanan yang melampaui batas wakhr 60 ( enam puhrtr ) hari

sampai dqUm I ( satu ) tahun

Pasal 5

(1) Peagajum pcnc$itan Alrta Kelahiran dirampaikar Pomohon kepada

Kcpala Dinas Catatan Sipil dan Kcpcnrirdrkan, dcngan ditanrpiri

be*as dan Penyaratan yag telah ditetapkarl

(2) Ber*as Persyaratrn yarg harus dilampi*an dalam mengajukan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melipuri :

a Warga Negara Indonesia ;

b. Memgioi formulir pomolronan ymg ditmdatangani oloh ponrohon ;

o. Srrat Kotcragan Kolahhan dri Dosa / Koluralrnr ;

d. Surat Keterargan kctcrlambatan pclaporan pcncautafl akta

kelahirm yang di tandatangad oleh Kepata Deoa/Keturahan dan

memgetahui Camat Bet€mpat ;



Foto copy Kntipm Akta Niftah Orag Tua / Duplikat Kutipan Akta

Nikah / Surat Kotcrangaa Perkawinan WNI, bagi anak pasangan

suami isteri dari perkawinan yangsah;

Foto copy Kafiu Tanda Pendudnk (KTP) Pemohon / Orang Tua ;

Foto oopy Karfir Tanda Pendudrk KTP) 2 (dua) orang Sakai ;

Foto copy Kartu Suwun Kcluarga (KK) Pemohon I Orang Tua ;

Foto Cot y Kartu Bmtum Langnmg Tunai / Janrkosmas / fukeskin dan

Srnat Keterangan Tidak Matpu dci Kcpala Dosa / Kelurahan letarpat,

bagi N{asyarakat Miskin.

j. Berita Acara pstrreriksaan Kepolisiaq bagi anak yaoC tidak diketatui

asal usuhya atsu keberadam orang h nya.

(3) Pcrmohonan yang tclah mcmenuhi pcrsyafttan scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) oleh Pcjabat Poncatatan Sipfl dicalat pada Rogister Akta Kelahiran

dan diterhitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;

(4) Peneltitan Kutipan Akta Kelahiran sebagainuna dimaksud pada ayat (3)

diterbiftan paling Iama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya bertas

beserta kelengkapannya ;

BABItr

BIAYA

Pasal 6

(l) Biaya pene6itm Disp€osasi Akta Kelaftiran berdas*ar Peratuan

Dae,rah Kabrpatcn Kediri Nomor 12 Tattm 2002 t€ntf,rg Raribusi

A&ninistrasi Kcpcn&r&rkan dan Cxatan Sipil ;

(2) PenetUlan Olspensasi Alda Kelahiran bagi Masyarakat Mekin tanpa

dipmgut bieya.

f.

s.

Ir

i.
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BAB TV

KETENTUANPENUTUP

P^ad 7

Perafiran Bupati ini b€rlalru pada tarUgat dirmdangkan.

Agr setiap o ng mengetahuinya memerintattlm perahran

Bupati ini dongm penemgataruya dalam Bcdta Deorah Kibqdon Kediri.

Diundangken di Kediri

Pade tenggal 31 - 10 - 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABTIPATEN KEDIR.I,

$d

SUPOY O

BMITADAERAII KABI.JPATEN KE)IRI TAHL]NI 2OOt

\// NoMoR26

Disalln sesuai dengrn aslinya
.dn, SEKRETARTS DAEIL$I
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